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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kegiatan pelaksanaan
penagihan pajak penghasilan badan melalui surat teguran dan surat paksa pada periode 2016-2018.
Penclitian i dilatarbelakangi dengan jumlah tunggakan pajak penghasilan badan pada Kantor
Pclayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah
pencairan penerimaan pajak yang menurun. Penclitian ini menggunakan teori manajemen dari
George R. Terry yang mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan pengawasan. Jenis penclitian ini menggunakan penelitian deskriftif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada aspck perencanaan
menunjukkan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku secara
nasional berdasarkan Undang-Undang. Aspek pengorganisasian sudah terorganisir dengan baik yaitu
adanya penunjukkan jurusita dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, meskipun jurusita
pajak yang ada kurang memenuhi standar prestasi. Aspek pelaksanaan telah dilaksanakan dengan
baik sesuai SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. Aspek pengawasan telah dilakukan
dengan pengawasan sccara internal atau melekat terdapat kendala pada wajib pajak yang kurang
kooperatif dalam membayar pajak, wajib pajak yang hilang kontak dan kurangnya jurusita pajak
dalam pelaksanaan penagihan. Dengan demikian, pihak KPP perlu melakukan usaha sepert
sosialisasi pentingnya pajak pada masyarkat, Penyclenggaraan kerjasama dengan Pemeritah Daerah,
Kepolisian, serta aparat-aparat terkait untuk mengatasi Wajib Pajak yang hilang kontak dan
penambahan pegawai dengan harapan pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan efekuf.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pajak, Penagihan, Surat, Teguran, Paksa
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ABSTRACT

This study aimys to identify and describe the activities of implementing corporate income tax
collection through warning letters and coercive letiers in the 2016-2018 period. This research
is motivated by the increase in the amount of corporate income tax arrears at the Palembang
Hir Timur Pratama Tax Service Office which is not proportional to the decreased amount of
tax revenue disbursement, This study uses management theory from George R. Terry which
has four fumctions, namely planning, organizing, implementing and monitoring. This type of
research uses qualitative descriptive research. Data collection techniques used include
interviews and documentation. The resulis of research on the implementation of tax collection
with warning letters and coercive letiers on the planning aspect show that the implementation
is in accordance with the national regulations and procedures based on the law. The
organizational aspect is well-organized, namely the appointment of bailiffs and a clear division
of tasks and authorities, even though the tax bailifjs do not meet the standard of achievement.

The implementation aspects have been implemented properly in accordance with the SOP and
applicable laws and regulations. The aspect of supervision has been carried out by internal
supervision or inherent there are obstacles to taxpayers who are less cooperative in paying
taxes, taxpavers who have lost contact and lack of tax bailiffs in the implementation of billing.

Thus, KPP needs to carry out efforts such as socializing the importance of taxes to the

community, implementing cooperation with the Regional Government, Police, and related

officials to overcome taxpayers who have lost contact and additional employees in the hope

that the implementation of tax collection can be efjective.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang diambil secara paksa lalu diberikan kepada negara
dimana menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan di negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instituasi
pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi negara perpajakan modern yang
efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertugas menghimpun penerimaan pajak negara
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien, semakin bersungguh-sungguh dalam melakukan
program semakin optimal penerimaan sektor pajak.

Pada 1 Januari 1984 pemerintah membuat suatu pembaharuan sistem perpajakan
yang telah diperbarui dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara
Perpajakan Tahun 2000 tentang perubahan sistem perpajakan yang disebut self assessment.
Prinsip self assessment menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12
ayat (1) dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan secara mandiri utang pajak terutang

menurut ketentuan perpajakan.



Kepatuhan diperlukan pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak
akan meningkat. Kepatuhan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjamin
tersedianya dana yang ada bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam
rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.

KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan proses dalam kegiatan penagihan
pajak terhadap wajib pajak melalui surat teguran dan surat paksa untuk memaksimalkan
penerimaan pajak. Penagihan dilakukan karena adanya tunggakan pajak yang terutang.
Jumlah tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai

berikut:

Tabel 1. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun Tunggakan Pajak Pencairan Tunggakan
2016 124.759.354.000 1.301.990.000
2017 587.981.276.230 2.667.300.998
2018 897.879.679.778 15.364.255.925

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Penagihan dengan surat teguran yang sudah dilaksanakan sering kali mendapati
wajib pajak tidak melunasi pajaknya walaupun sudah diberikan tindakan penagihan
pasif berupa dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) , sehingga jika dalam waktu 21
hari jatuh tempo setelah penerbitan surat teguran namun penanggung pajak belum
melunasi hutang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Penagihan pajak dengan
surat paksa dikeluarkan oleh KPP dan harus dibayar dalam waktu 2X24 jam. ST maupun
SP yang terbit terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari tahun ketahun baik surat
teguran maupun surat paksa yang diterbitkan tidak mencapai target yang diharapkan
bahkan persentase yang terjadi kurang dari 50%. Realisasi penagihan pajak penghasilan
dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

lir Timur:



Tabel 2. Penagihan Pajak Penghasilan Badan melalui Surat Teguran

Penerbitan Pencairan Surat
Surat Teguran Teguran Persentase
Tahun (%)
Lembar Rp Lembar Rp
2016 5806 74.285.806.660 1622 19.581.461.068 | 27.93%
2017 14984 | 73.779.688.836 1518 15.267.675.032 | 10.13%
2018 14384 | 35.698.304.418 5746 11.365.352.433 | 39.94%

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Menurut tabel 2 diatas penerbitan ST dari tahun 2016 hingga tahun 2018 baik

lembar maupun nominalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan

paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak diimbangi dengan

jumlah pencairan tunggakan yang diterima. Data realisasi penagihan pajak

penghasilan badan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Ilir Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Paksa

Tahun | Penerbitan Surat Paksa | Pencairan Surat Paksa Persentase
Lembar Rp Lembar Rp (%)
2016 1487 | 5.356.269.618 896 10.301.559.790 60.25%
2017 2534 | 8.329.043.553 784 11.356.041.510 30.93%
2018 2204 | 8.311.030.443 933 4.595.057.806 42.33%

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Pada tabel 3 diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah penerbitan lembar

surat paksa di KPP di tahun 2016 sampai tahun 2018 diikuti dengan penurunan nilai




pencairan tunggakan pajak. Penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2018 malah
mengalami penurunan pencairan.

Penerimaan yang diperoleh dari Surat Teguran dan Surat Paksa tidak bisa
menutup seluruh nilai Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, sehingga hal
tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan ST dan SP di
KPP Pratama Palembang Ilir Timur belum berjalan maksimal. Seksi Penagihan Pajak
di KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga menjadi salah satu faktor penting dalam
proses penagihan tunggakan pajak yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya
proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

Masalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2000
Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan
menggunaan surat teguran dan surat paksa sangat diperlukan untuk membangun
kepatuhan pada wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan dan mengurangi
tunggakan wajib pajak. Berdasarkan data dan tabel diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan
Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan

yang diteliti Adalah:
Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan melalui Surat

Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Tujuan dari masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

4



Untuk menganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak dan mengetahui
kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan
melalui ST dan SP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan llmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dan
konsentrasi Manajemen Publik dalam hal kajian mengenai pelaksanaan Penagihan
Pajak.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
penagihan dan memberikan saran dalam mengambil langkah yang tepat dalam
rangka mengatasi hambatan kegiatan pelaksanaan penagihan dengan ST dan SP

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
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